TATA TERTIB SIDANG 
KONGRES NASIONAL LUAR BIASA
IKATAN MAHASISWA BAHASA DAN SASTRA JEPANG

SE-INDONESIA
BAB I

STATUS DAN KEKUASAAN

Pasal 1

Status

1. Kongres nasional luar biasa Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia merupakan musyawarah perwakilan mahasiswa bahasa dan sastra Jepang se-Indonesia.

2. Kongres nasional luar biasa Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kondisi luar biasa.

Pasal 2

Kekuasaan

1. Kongres Nasional Luar Biasa Ikatan Mahasiswa bahasa dan sastra Jepang se-Indonesia menetapkan dan mengesahkan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO).

2. Memilih, menetapkan dan mengesahkan presidium sidang tetap serta mengesahkan ketua umum Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.

BAB II

PESERTA

Pasal 3

Komposisi

Peserta terdiri atas utusan HIMA/HMJ/BEMJ/BEMPS bahasa dan sastra Jepang dari perguruan tinggi yang merupakan anggota Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.
Pasal 4

Kewajiban dan Hak Peserta
1. Mengikuti seluruh acara persidangan dengan pengecualian yang disahkan oleh  presidium sidang.
2.  Memakai jas almamater sebagai tanda peserta.

3. Peserta yang meninggalkan / memasuki ruangan persidangan harus atas izin pimpinan sidang. 

4. Dilarang merokok di dalam ruangan sidang.

5. Segala jenis alat komunikasi dikondisikan sesuai kebutuhan persidangan.

6.Wajib menaati tata tertib.
7. Tata tertib lainnya akan dibahas kemudian sesuai kondisi.
8. Peserta mempunyai hak suara dan hak bicara.

Pasal 5

Hak Suara dan Hak Bicara

1. Hak suara merupakan hak bagi peserta untuk memilih.

2. Hak bicara merupakan hak untuk mengemukakan pendapat.
Pasal 6

Sanksi

1. Apabila peserta tidak menaati tata tertib, pimpinan sidang berhak memberikan sanksi berupa peringatan dan teguran kepada peserta sidang.

2. Apabila teguran tiga kali pimpinan sidang tidak diindahkan maka pimpinan sidang berhak mencabut hak sebagai peserta sidang. 

Bab III

PIMPINAN SIDANG

Pasal 7
Badan Pelaksana
Bertugas:
1. Menjadi presidium sidang sementara.
2. Memimpin dan mengarahkan jalannya persidangan hingga terpilih Presidium sidang.
Pasal 8
Presidium sidang

Presidium Sidang adalah:

1. Perangkat Kongres yang dibentuk oleh seluruh peserta sidang dan merupakan kesatuan kolektif yang bertugas memimpin jalannya persidangan.

2. Peserta Sidang yang dipercaya memimpin jalannya persidangan.

BAB IV

PERSIDANGAN

Pasal 9
Jenis Persidangan

Persidangan yang dilakukan dalam kongres, meliputi:

1. Sidang pendahuluan TATIB

2. Pemilihan presidium sidang 

3. Pleno 
Pasal 10
Kuorum

1. Sidang kongres nasional luar biasa Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia dinyatakan sah apabila dihadiri minimal setengah +  1 peserta kongres, fraksi HIMA/HMJ/BEMJ/BEMPS. 
2. Apabila poin satu tidak terpenuhi maka musyawarah di undur 2x5 menit dan setelah itu dinyatakan sah.

Pasal 11
Keputusan

1. Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.

2. Bila poin 1 tidak terpenuhi, maka ditempuh proses lobbying (2x5 menit).

3. Jika poin 2 masih tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan pengambilan suara terbanyak/voting.
Pasal 12
Penggunaan Palu Sidang

1. Palu diketuk satu kali digunakan untuk pengesahan dan peninjauan ulang keputusan.
2. Palu diketuk dua kali digunakan untuk pemindahan palu dan skorsing.
3. Palu diketuk tiga kali digunakan untuk membuka dan menutup sidang serta menetapkan keputusan.
4. Palu diketuk berkali-kali digunakan untuk mengkondusifkan forum.
BAB V

LAIN-LAIN

Pasal  13
1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan kebijakan pimpinan sidang dan azas kepatutan.

2. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan.
ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN MAHASISWA BAHASA DAN SASTRA JEPANG 
SE-INDONESIA
BAB I

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 1

Kesekretariatan 

1. Sekretariat pusat dan Kepengurusan pusat berada di propinsi/kota ketua terpilih berdomisili.

Pasal 2

Atribut dan Lambang Organisasi.

1. Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia memiliki lambang yang ditetapkan pada kongres Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia
2. Atribut dan lambang adalah  ungkapan simbolik yang dimiliki oleh organisasi Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia 

3. Lambang Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia adalah sebagai berikut:
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BAB II

USAHA

Pasal 1

Usaha Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia adalah:

1. Menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan sesama mahasiswa bahasa dan sastra Jepang se-Indonesia

2. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait baik nasional maupun internasional.

3. Membina sumber daya manusia yang berilmu, kreatif, dan berdedikasi tinggi 

4. Meningkatkan kepedulian dan pengabdian terhadap masyarakat 

5. Memberdayakan dunia pendidikan, pariwisata dan budaya. 
BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan

Keanggotaan Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia terdiri dari:

a. Anggota biasa adalah seluruh mahasiswa bahasa dan sastra Jepang yang berstatus akademis aktif.

b. Anggota istimewa adalah seluruh pengurus yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar.

c. Anggota kehormatan adalah seluruh demisioner Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia  yang ditunjuk dalam Kongres baik mahasiswa aktif maupun alumni
Pasal 2
Kewajiban dan Hak
Ayat 1
Kewajiban Anggota

a. Anggota biasa berkewajiban menjaga nama baik Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia , mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam organisasi dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia
b. Anggota istimewa wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam organisasi, memberikan pelayanan dan fasilitas yang sewajarnya , melaksanakan segala putusan organisasi, menjaga kehormatan dan nama baik organisasi serta peraturan lain yang telah disepakati dalam Kongres.
c. Anggota kehormatan wajib menjaga nama baik Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.
Ayat 2

Hak Anggota
a. Anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan dan pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada seluruh anggota Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia dan berhak mendapatkan pelayanan serta fasilitas organisasi yang sewajarnya.

b. Anggota istimewa memiliki hak suara, hak bicara, pengambilan keputusan,  menegur, memberikan usulan dan pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada seluruh anggota ikatan mahasiswa bahasa dan sastra jepang se indonesia, serta mendapatkan pelayanan maupun fasilitas organisasi yang sewajarnya.

c. Anggota kehormatan berhak memberikan arahan, pendapat, usulan dan pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada seluruh anggota Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia dan berhak mendapatkan pelayanan serta fasilitas organisasi yang sewajarnya. 
Pasal 3

Sanksi Organisasi

Setiap anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diberikan sanksi berupa:

a. Peringatan yang dilakukan oleh pengurus wilayah dengan koordinasi Pengurus Pusat.
b. Pencabutan hak keanggotaan yang dilakukan pada saat Kongres.
Pasal 4

Pemberhentian Anggota

Keanggotaan dinyatakan berhenti apabila:

a. Meninggal dunia.

b. Atas permintaan sendiri dengan alasan yang kuat dan bertanggung jawab dapat diterima oleh forum Kongres.

c. Diberhentikan pada saat  Kongres karena bertindak diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
d. Status kemahasiswaan dinyatakan berakhir, dengan pengecualian alumni yang ditunjuk sebagai anggota kehormatan.
Pasal 5

Pembelaan

1. Setiap anggota yang diberi sanksi peringatan dapat mengajukan pembelaan pada rapat pengurus atau Kongres.

2. Anggota yang diberhentikan pada saat Kongres hanya dapat mengajukan pembelaan pada Kongres selanjutnya atau pada waktu yang telah disepakati.
BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 1

Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia merupakan rangkaian garis instruksi dan koordinasi formal.

2. Bagan kepengurusan dan garis koordinasi digambarkan sebagai berikut: 






BAB V

KEORGANISASIAN KONGRES

Pasal 1

Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang Kongres adalah:

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.

2. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.

3. Memilih dan menetapkan Ketua Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang  se-Indonesia .
4. Menetapkan Pengurus pusat dan pengurus regional Ikatan mahasiswa bahasa dan sastra jepang se Indonesia
5. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Ketua Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.

6. Memilih dan menetapkan tempat Kongres berikutnya.

Pasal 2
Perangkat Kongres 
1. Kongres Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia mempunyai perangkat :

a. Kongres Nasional.

b. Kongres Nasional Luar Biasa.
2. Kongres Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia merupakan forum tertinggi yang melaksanakan kedaulatan dan menentukan kebijakan nasional dalam organisasi dan Kongres dianggap sah apabila dihadiri lebih dari 50% fraksi  Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia pada kongres sebelumnya atau dinyatakan sah apabila fraksi yang tidak hadir memberikan mandat secara tertulis kepada fraksi yang dipercaya.

3. Kongres Nasional Luar Biasa memiliki kedaulatan yang sama dengan Kongres Nasional .

BAB VI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 1
Kongres

1. Kongres Nasional Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia dilaksanakan setahun sekali.

2. Tata Tertib Kongres diatur dalam suatu aturan khusus yang diputuskan pada saat persidangan Kongres bersangkutan.
Pasal 2

Kongres Nasional

Kongres Nasional dapat dilakukan untuk:

1. Meminta pertanggungjawaban Ketua umum Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.

2. Meninjau dan menetapkan kembali AD/ART dan GBHO.

3. Memilih dan menetapkan Ketua Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia untuk periode berikutnya.
4. Menetapkan pengurus pusat dan pengurus regional ikatan mahasiswa bahasa dan sastra jepang se Indonesia untuk periode berikutnya
5. Membahas rekomendasi  Kongres.

Pasal 3
Kongres Nasional Luar Biasa
Kongres Nasional Luar Biasa dapat dilakukan untuk:

1. Meminta pertanggungjawaban Ketua Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia, membebastugaskan dan memberi sanksi jika terbukti melanggar AD/ART dan atau GBHO Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia dan atau ketetapan Kongres lainnya.

2. Memilih serta menetapkan pengganti Ketua Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia jika mengundurkan diri atau dibebastugaskan. 
3. Meninjau dan menetapkan kembali AD/ART dan GBHO.
4. Kongres Nasional Luar Biasa dapat diadakan apabila diusulkan oleh 2/3 dari fraksi Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia pada kongres sebelumnya.
BAB VII

KEORGANISASIAN PENGURUS IKATAN MAHASISWA BAHASA DAN SASTRA JEPANG SE-INDONESIA
Pasal 1
Kepengurusan

Pengurus adalah anggota Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia dan terdaftar dalam struktur kepengurusan Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.
Pasal 2
Susunan Kepengurusan Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia
1. Pengurus Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia terdiri atas:

a. Pengurus Pusat

b. Pengurus Regional
c. Pengurus Cabang

2. Susunan pengurus pusat sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia, Sekjen, Bendahara, Humas.
3. Susunan pengurus regional sekurang-kurangnya terdiri atas koordinator regional, Sekretaris, Bendahara, dan Humas.
4. Susunan pengurus cabang sekurang-kurangnya terdiri atas koordinator Cabang .
5. Koordinator regional dan cabang bertanggung Jawab kepada Ketua Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.

6. Untuk melaksanakan tugasnya, Koordinator regional dan Cabang dapat mengangkat staf atau pengurus harian dari utusan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
Pasal 3
Tugas Ketua Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia
1. Menyebarluaskan seiap keputusan, ketetapan dan peraturan yang disepakati pada saat Kongres Nasional kepada anggota Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.

2. Melaksanakan dan menjunjung tinggi AD/ART, GBHO Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia yang ditetapkan dalam kongres nasional.
3. Memutuskan hal-hal yang dianggap perlu dalam melaksanakan dan mengatur laju organisasi.

4. Menyusun laporan pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkannya pada Kongres Nasional berikutnya.
Pasal 4
Wewenang Ketua Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia
1. Mengangkat pengurus Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia dengan persetujuan kongres.

2. Membuat kebijakan organisasi dalam melaksanakan AD/ART dan GBHO Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.
Pasal 5
Kewajiban dan Hak Pengurus Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia
1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi segala ketetapan Kongres Nasional Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.

2. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBHO Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia 

3. Menjalin koordinasi dengan pengurus organisasi lain dan mewakili Ikatan mahasiswa bahasa dan sastra Jepang ke dalam maupun keluar organisasi. 
Pasal 6
Masa Jabatan Ketua Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia dalam satu periode kepengurusan adalah 1 tahun.
Pasal 7
Ketua Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia bertanggung jawab pada Kongres Nasional Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.
Pasal 8

Mekanisme kerja pengurus Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia diatur dalam Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia dengan tidak mengabaikan ketetapan Kongres Nasional Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.

BAB VIII

OTONOMI ORGANISASI IKATAN MAHASISWA BAHASA DAN SASTRA JEPANG SE-INDONESIA
Pasal 1

Kewajiban dan Hak, susunan pengurus, kelengkapan organisasi diatur dalam AD/ART, dan GBHO Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia
Pasal 2
Mekanisme Hubungan

1. Pengurus pusat Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia memiliki jalur instruksi dan jalur koordinasi yang telah ditetapkan dengan Pengurus Regional dan Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.

2. Setiap Perguruan Tinggi anggota Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia wajib mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.
3. Segala ketentuan yang mengatur hubungan antara  pengurus pusat , regional dan cabang tidak bertentangan dengan AD/ART Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.
BAB IX

KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 1

Kekayaan dan pendanaan Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia merupakan :

1. Kekayaan yang diperoleh dari iuran wajib anggota Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia pertriwulan, usaha swadaya anggota dan donatur.

2. Barang-barang yang dimiliki secara sah dari usaha organisasi dan kemitraan komersial yang legaldan tidak mengikat.
3. Penggunaan keuangan Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan pertanggungjawaban (LPJ) pada saat Kongres Nasional Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.

4. Jumlah nominal iuran wajib anggota ditetapkan pada saat Kongres Nasional Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.

BAB X

PERUBAHAN AD/ART DAN PERUBAHAN ORGANISASI

Pasal 1
Perubahan AD/ART

1. Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan oleh anggota Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia melalui Kongres Nasional Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia dan atau Kongres Nasional Luar Biasa Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.
Pasal 2
Perubahan Organisasi

1. Perubahan organisasi hanya dapat dilakukan melalui Kongres Nasional Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia dan atau Kongres Nasional Luar Biasa Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.

2. Keputusan tentang perubahan organisasi dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah fraksi yang hadir pada Kongres Nasional Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.
BAB XI
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini diatur kemudian dalam ketetapan pengurus Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.
GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

IKATAN MAHASISWA BAHASA DAN SASTRA JEPANG

SE-INDONESIA
BAB I

PENDAHULUAN


Setiap organisasi pada hakekatnya memiliki sistem kerja, yang  komponen – komponen pembentuknya terjalin secara terorganisir. Jalinan tersebut dibangun atas dasar fungsinya masing – masing yang selanjutnya akan menentukan pola tugas yang akan dilakukan, sehingga masing – masing komponennya dalam suatu organisasi mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Untuk itu perlu disusun Garis Besar Haluan Organisasi sebagai pegangan dalam pencapaian tujuan organisasi.

1. Pengertian

Garis Besar Haluan Organisasi adalah aturan yang memuat pola kerja dan tata tertib organisasi bagi pengurus dalam melaksanakan kegiatan organisasi berdasarkan AD/ART Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

Mekanisme Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia Kerja Organisasi ini adalah untuk menentukan aturan kerja bagi pengurus Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Azas – azas Organisasi

Dalam melaksanakan Haluan Organisasi organisasi, maka Garis Besar Haluan Organisasi harus mencerminkan nilai – nilai kemahasiswaan. Oleh karena itu Garis Besar Haluan Organisasi ini disusun  atas azas – azas sebagai berikut :
a. Azas Misi

Dalam pelaksanaannya organisasi ini harus mampu memberikan peluang sebesar – besarnya untuk mengemban misi organisasi dalam memperjuangkan aspirasi anggota.
b. Azas Fleksibilitas

Dalam pelaksanaannya organisasi harus menunjukkan adanya fleksibilitas untuk mengoptimalkan fungsi organisasi.
c. Azas Mobilitas

Dalam pelaksanaannya organisasi ini harus mampu memberikan peluang, ruang lingkup  dan daya gerak yang progresif dan dinamis.
d. Azas Keterbukaan

Dalam pelaksanaannya, organisasi harus bersifat terbuka dan dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan kepada anggota Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia.

BAB II

GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI
A. Kongres Nasional Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia
Mekanisme kerja dan tata tertib Kongres Nasional Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia ditetapkan dalam Kongres Nasional.

B. Lembaga Eksekutif Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia
1. Komposisi Personalia

Lembaga eksekutif Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia terdiri atas:

a. Ketua

b. Sekjen

c. Bendahara

d. Koordinator Wilayah

e. Koordinator Cabang

2. Fungsi dan Tanggung Jawab Personalia

a. Ketua

Penanggung jawab dan koordinator umum  melaksanakan tugas intern dan ekstern organisasi yang bersifat umum di tingkat nasional.

b. Sekjen

Membantu tugas ketua dan menggantikan ketua jika berhalangan

c. Bendahara

Membantu tugas ketua dalam bidang kebendaharaan.

d. Koordinator Wilayah

Membantu ketua umum dalam menjalankan organisasi di tingkat wilayah.
e. Koordinator Cabang

Membantu ketua umum dalam menjalankan organisasi di tingkat cabang.

3. Jenis Rapat

Rapat-rapat di bawah ini merupakan rapat Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia:

3.1. Rapat Koordinasi

a. Status

1. Rapat koordinasi merupakan rapat pengurus pusat Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia dengan koordinator wilayah dan cabang

2. Rapat koordinasi memegang kekuasaan organisasi di bawah Kongres Nasional.

b. Wewenang

1. Menjabarkan hasil keputusan Kongres Nasional.

2. Merencanakan dan menetapkan kebijakan organisasi.

3.2. Rapat kerja

a. Status

1. Rapat kerja adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus pusat yang melibatkan para koordinator wilayah dan cabang untuk merumuskan Haluan Organisasi.

2. Rapat kerja dilakukan minimal 1 kali dalam satu periode kepengurusan.

b. Wewenang

Merumuskan Haluan Organisasi Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia untuk satu periode kepengurusan.

3.3. Rapat khusus

a. Status

1. Rapat khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus pusat yang melibatkan para koordinator wilayah dan cabang untuk membahas hal-hal yang bersifat mendesak.

2. Rapat khusus diselenggarakan sesuai kebutuhan.

b. Wewenang

Rapat khusus dilaksanakan untuk merencanakan dan menetapkan langkah yang dibutuhkan.

BAB III

PENUTUP


Demikian garis – garis besar Garis Besar Haluan Organisasi Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jepang se-Indonesia periode 2010 – 2012 untuk dijadikan pedoman dalam memacu gerak organisasi. 
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